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Keabsahan seorang anak menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) dikatakan bahwa ‘“anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat
perkawinan yang sah yang merupakan hasil dari perbuatan suami istri yang sah
diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Akan tetapi pasal tersebut
dianggap merugikan bagi anak yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut
agama, tetapi tidak dianggap sah oleh Negara karena tidak ada pencatatan
perkawinan. Hal ini yang menjadikan anak mendapat diskriminasi negatif di
lengkungan maupun dimata hukum. Tentu saja hal ini bertentangan dengan
Undang-undang 1945 Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi” akan tetapi pada kenyataannya bahwa anak yang lahir dari
pernikahan yang tidak sah (menurut Undang-undang) selalu mendapat
diskriminasi. Dan Pasal 28D ayat (1) yang mengatakan bahwa “Setia orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” terkait dengan pasal inilah yang
menjadikan anak tidak mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan juga
kepastian hukum apabila lahir dalam pernikahan tidak sah. Dalam Pasal 100
menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan sejak lahirnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan perdata anak luar
kawin tidak lagi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, namun juga
memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimana seorang hakim dalam menetapkan asal usul anak yang lahir dari
pernikahan tidak sah (fasid) sehingga menjadi anak yang sah dimata hukum yang
ber hak mendapatkan hak dan kewajibannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian hukum
positif yang bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan atau menggambarkan isi
penetapan dan pertimbangan hukum majelis hakim sehingga anak luar nikah dapat
memperoleh hak keperdataannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar nikah
tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarganya setelah keluarnya
putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan tidak serta merta
begitu saja melainkan terdapat dalil fikih yang mendasarinya.
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